
BUPATILUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NO MOR 98 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LUMAJANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun 2019 Nomor 9), perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara N omor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

1 



.J. 

7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ,(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negaqra Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negaqra Republik 
Indonesia Nomor 5694); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114) sbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187); 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada 
Pemerintah Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 56 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 
Nomor 01); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Peraturan 
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lernbaran Derah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan daerah Air 
Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 
Nomor 19); 
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun 2017 Nomor 10); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Semeru 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1). 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 
2019 Nomor 9). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020, terdiri dari: 

1. Pendapatan : 
a. Pendapatan Asli 

Daerah 
b. 
c. 

Rp. 320.544.289.742,00 

Rp. l.432.765.847.000,00 
Rp. 529.129.007.000,00 

Dana Perimbangan 
Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 
Jumlah Pendapatan Rp. 2.282.439.143.742,00 

2. Belanja: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja pegawai Rp 
2. Belanja hibah Rp 
3. Belanja bantuan Rp 

sosial 
4. Belanja Bagi Hasil 

kepada Provinsi/ 
Kabupaten/kota dan 
Pemerintah Desa 

5. Belanja bantuan 
keuangan kepada 
Provinsi / Kabu paten/ 
Pemerintah Desa dan 
ParTai Politik 

Rp 

807.605.714.769,00 
131. 985.650.000,00 
83.970.240.000,00 

9.313.996.084,00 

350.228.346.099,00 

6. Belanja tida.k terduga Rp 2.000.000.000,00 
Jumlah Belanja Tida.k Langsung Rp. l.385.103.946.952.00 
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b. Belanj a Langsung 
1. Belanja pegawai Rp 44. 930.116.849,00 
2. Belanja barang dan Rp 687 .240.908.477,00 

Jasa 
3 . Belanja modal tanah Rp 2 . 036. 853. 800, 00 
4. Belanja modal Rp 75.869.140.767,00 

peralatan dan mesin 
5. Belanja modal Rp 85.681.822 .654,00 

gedung dan 
bangunan 

6 . Belanja modal jalan, Rp 121.325.484.210,00 
irigasi dan jaringan 

7. Belanja modal aset Rp 4.953.771.333,00 
tetap lainnya 

8. Belanja modal aset Rp 7.797.098.700,00 
lainnya 
Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.029.835.196. 790,00 
Jumlah Belanja Rp. 2.414.939.143.742,00 
Surplus/ Defisit Rp. ( 132.500.000.000,00 

3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan Rp. 143.000.000.000,00 
b. Pengeluaran Rp. 10.500.000.000,00 ---------'--

Ju ml ah Pembiayaan Netto Rp. 132.500.000.000,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berjalan 

Pasal 2 

Rp. 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020; 
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut urusan 
Pemerintahan Daerah, organisasi, Program 
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian Objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

3. Lampiran III: Daftar nama penerima, a lamat , dan besaran 
alokasi hibah yang diterima; 

4 . Lampiran IV: Daftar nama penerima, a lamat, dan besaran 
alokasi bantuan sosial yang diterima; 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan yang berlaku. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lumajang. 

Diundangkan di Lumajang 

RIY O M.Si. 
a Utama Muda 

NIP. 19690507 198903 1 004 

Ditetapkan di Lumajang 
30 Desember 2019 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 102 
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